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Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum tentang Pengawasan Perencanaan,
Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden.
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Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17
(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang
terdaftar dalam Pemilu.

Pengadaan adalah  kegiatan untuk  memperoleh
barang/jasa perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendistribusian  adalah  pengiriman  perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu oleh penyedia jasa atau oleh
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dari suatu tempat ke
daerah tujuan sesuai dengan jumlah, jenis, waktu,
alamat, prosedur, dan anggaran berdasarkan skala
prioritas yang ditetapkan.

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah
perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan
Pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara dan
dukungan perlengkapan Lainnya.

Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan
yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara
langsung mendukung penyelengggaraan Pemilu.
Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan
yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan,
dan  kelancaran  pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara.

Surat Suara adalah salah satu jenis Perlengkapan
Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas
dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk
memberikan suara pada Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas
dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu di
daerah provinsi.

KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu di daerah kabupaten/kota.
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Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di
tingkat Kecamatan atau nama lain.

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di
tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara
untuk Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya
disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi  penyelenggaraan  Pemilu di  wilayah
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah
petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
kelurahan/desa atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

luar negeri.
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Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas

TPS.

Pasal 2

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-
masing bertanggung  jawab atas pengawasan
perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan
Perlengkapan Lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta
jajarannya.

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-
masing dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengamati,
mengkaji, memeriksa, dan menilai proses
penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 3

Pengawas Pemilu memastikan Perlengkapan Penyelenggaraan

Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dilaksanakan

berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.

o

S SN

tepat jumlah;
tepat jenis;

tepat sasaran;
tepat waktu;

tepat kualitas; dan

efisien.
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